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WALIKOTA PAOARALAM

lOVINSI SUIVJATERASELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR: <§? TAHUN2016

TENTANG

N PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA KEPADA
STAF DAN PEJABAT PFNATAU9AHAA.N KEUANGAN
3EKPETARIAT DAE RAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAFIA FSA

WALIKOTA PAGAR ALAM

hwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
07 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam negeri nomor
tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Pasal
ayat i dan ayat i (a) menyatakan pemexintah daerah dapat

mberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil
dasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan

nempuan keuangan daerah dan memperoleh persetuiuan DPRD
uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
setuiuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

da pemabahasan KITA;
nwa tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan
teria PN3/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada
kxetariat Daerah Kota Pagar Alam;
hiva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
tan b, periu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam ;

-dang-Undang Nomo- 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
gaxa yang Bersih Bebas dari Koiusi.. Koxupsi dan Nepotisme
mbaxan Negaxa RI Tahun 1999 Nomoi 75, Tambahan Lembaxan
gara RI Nomor 385 i);
dang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
gax Alam (Lembaxan Negara Repubik Indonesia Tahun 2001 Nomox
. Tambahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4115};
dang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
xubaiaii Negaia Republik xTiduiiesia Tahilii 2003 NomOi 47,
aabahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
gara iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
mbahan Lembaran Negaxa Republik Indonesia Nomox 4355);
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
jgelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaxan
gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400};
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Meneiapkan

idang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
mbaran Negaxa Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
mbahan Lembaxan Negara Republik Indonesia Nomox 5587);
:agaimana telah diubah bebexapa kali terakhix dengan Undang-
•dang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undanc-
dang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
eara RI Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negaxa RI
mox 5655);

dang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
uangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162; Tambahan
nbaran Negaxa Republik Indonesia Nomor 4578):
.dang-Undang Nomoi 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
raturan Pemndans-Undanpan (Lembaran N«/srs R«niMitr
lonesia Tahun 2011 Wornor 82, Tambahan Lembaxan Negaxa
oubiik Indonesia Nomox 5234);
:dang-Undang Nomox 5 Tahun 20 14 Tentang Aparatux Sipil Negaxa
-mbaxan Negaxa RI Tahun 2014 Nomor 6^ Tambahan Lembaxan
gara RI Nomor o494jL
ratursm Pemerintah Republik Indonesia Nomox 58 Tahun 2005
-itang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaxan Negaxa Republik
lonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara
publik Indonesia Nomox 4578);
raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
daman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yang Telah Diubah Dengan
raturan Menteri Dalam Negeri Nomox 59 Tahun 2007 Tentang
nibahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
06 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
aturan Daerah Kota Pagax Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

usan Pemexintah Yang Menjadi Eeivsnangan Kota Pagar Alam
mbaxan Daerah Kota "agar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Sen E\-
atuian Daerah Kota Pagar Alam Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
cok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
gar Alam. Tahun 2009 Nomor 7 Sen E).
ratuxe^n Daerah Kota Pagax Alam Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
-ubahan Kedua Peraturan Daerah Nomox 2 Tahun 2008 tentang
mbentukan Organisasi dan Tata Ken a. Sekretariat Daerah Kota
gar Aiam (Lembaxan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomox 7
riE);

-aturan Daerah Kota Pagar Alam Nora or 17 Tahun 2015 Tentang
ggaran Pendapatan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 2016
mbaxan Daerah Kota Pagax Alam Tahun 2015 Nomor 17 SeriA):

MEMTJTU8KAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAG! PNS/3TAF DAN PEJABAT PENATAU3AHAAN
KEUANGAN DI SECRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM



BAB I

KFTEWTUAN USfUM

Pasal 1

am Peraturan Walikota mi yang dimaksud dengan:
Daerah adalah Kota Pagar Alam
Pemerimab Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
Walikota adalahWalikota Pagar Alam ~ "
Wakn Walikota adalah Waktl Walikota Pagar Alam
Sekxetaris Daerah adalab *i*]rTc*<ar*c rw . *. T- ~a • , . wwtan ^eicretaxis Daerah Kota Pa^ar AlamA^ten adalah ASlst,n Pemerintah Kota Pagax Ala*? "'

j^tE^J^^j-gij**- Adi™
Peia.oat Eselon III s^istc^j fpa a/iai-.- ^-__ 1 _.,
Daerah Kota Pag« Ata£ ;^ Baglan pada Sek^«*
Sta^Protokal adalah Staf Protokol Sekietariat Daerah Kota PaBar

PSJabat berw^ang sraUM i^J^^^nd^*™ °leh.a^banan penghaafla*, adalah snatu S^X,™ o.,h
pemenatah daerah untuk memotivasi dan mmdoron^pil/^f
guna memngkatkan kinerja sesua, dengan tuSflofco"^,-, fimasmg-masmg. ^3£ P°ko& dan rungsi

Pemberian tambahan penghasilan adalah untuk bm,, «, v, ,
^L^d^^M^1,SatU^^^-^^n '
P"fa^Tan J P'J°'™an PUW> dM P*«A» ednuniate™
^t^rSSaTpiZ^ T3mbahan ^-dan adalahsuaxxa j-aeran seiaku Pengguna Anggaran
Pengurangan tambahan oenafesfiii»« 0j0i i_

^latT ^ K8lmtUan pKaturan P-und^g-uni^^

BAB II

MAJCSUD DAN TUJUAN

okokdanfan»sL^ ™8/Stal dalam melaksanakan tugas

euangan di Sekr*anat Daex^Kota Pal,S* P™saila-

sax 2



-I

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

'ambahan Penghasilan hanya diberikan kepada Sekretaris Daerah.
listen ILL Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Pejabat Eselon
III Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Staf/PNS Protokoler, Staf/PNS
Walikota Pagar Alam, Staf/ PNS Wakil Walikota Pagar Alam,
Kasubbag serta Staf/PNS pada Bagian Administxasi Keuangan
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
libebankan dalam APBD pada kelompok belanjattdak langsung.
Fambahan oenghasilan sebagaimana dimaksud pads avat ill
diberikan berdasarkanjabatanstruktural dan pangkat/ golongan.

BAB IV

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

Pemberian tambahan penghasilan hanya diberikan kepada PNS/ staf
iebagaimana dimaksud dalam pasal 3 avat (1);
PNS pmdahan dari kementxian/ lembaga non kementxian/ pxovinsi/
-abupaten/ kota lain ke Pemerintah Kota Pagax Alam khususnya
Bagian Administxasi Keuangan Secretariat Daerah Kota Pagar Alam
ialam tahun anggaran berjalan yang namanya belum tercantum
dalam daftar gaji PNS tidak diberikan tambahan penghasilan
iebagaimana dimakhsud pada aj^at (1);
PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menduduki jabatan
itruktuxal dan namanya belum tercantum dalam daftax gaji PNS
pada Bagian Administxasi Keuangan Secretariat Daerah Kote Pagar
^lam diberikan tambahan penghasilan.

PasalS

3engelompokan besaran pemberian tambahan penghasilan
berdasarkan jabatan stxukturaL jabatan staf sebagaimana diatur
ialam Keputusan Walikota Pagar Alam.
\pabila pejabat structural yang dilantik dan staf yang ditempatkan
-:ampai dengan tanggai 10 isepuluh) pada bulan berjalan, tambahan
-jeaghaailan PNS/Stai yang boTMHagkutflta akan dibavarkan pada
bulan bexikutnva.

BAB V

AN UNTUK TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

ahan penghasilan atas beban kerja, fungsi dan pertimbangan
tif tidak diberikan kepada. PNS/ Staf vans*:
'/lelaksanakan tugas belajar;
\lengambil cuti diluar langgungan nesaxa:
viengambil cuti besar:
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Mengambil cuti persalinan anak ke tiga dan seterusnya;
Berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwenang; dan
Ber status terdakwa atau terpidana

Pasal 7

PNS yang dikenakan hukuman disiplin tingkat tertentu tidak
diberikan tambahan penghasilannya dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang, untuk jangka
waktu 1 (satu)
bulan; dan

b. Yang dikenakan hukuman disiplin tingkat berat untuk jangka
waktu 3
(tiga) bulan.

Tambahan penghasilan yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) texhitung sejak keputusan disiplin mempunyai
kekuatan hukum tetap ditexima yang bersangkutan.

Pasal 8

Penetapan dan jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan
penghasilan bagi PNS/Staf sebagaimana dimaksud dalam pasal 6
dilakukan oleh Kepala Bagian untuk kasubbag dan staf pada Bagian
Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
Penetapan dari jangka waktu untuk tidak diberikan tambahan
penghasilan bagi PNS/Staf sebagatrnana dimaksud dalam pasal 6
dilakukan oleh Sekxetaxis Daerah untuk Kepala Bagian Administrasi
Keuangan, Asisten. dan Staf Ahh di lingkungan Sekretaiiat Daexah
Kota Pagar Alam.

BAB VI

PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

Penguxangan tambahan penghasilan atas beban kexja didasarkan
pada komponen disiplin yang diperhitungkn untuk setiap masa
kinexja 1 (satu; bulan.

Penguxangan tambahan penghasilan dipexhitungkan pada saat
mengajukan pernbayaxan.

Penetapan perhxtungan penguxangan besaran tambahan penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} tercantum dalam lampiran H
sebagai satu fcesatuan dan meiupakan bagian yang tidak
terpisahkan daxi peraturan Walikota. mi.

BAB VH

PA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 10

cara permintaan tambahan penghasilan kepada PNS/ Staf dan
bat Penatausahaan Keuangan di hngkungan Sekretariat Daerah Kota
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Pasal 16

3xn melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana
aksud dalam pasal 3 ayat (1) DPPKA berkewajiban untuk :

Menexima catatan daftax tambahan penghasilan besexta
kelengkapannya termasuk daftax potongan wajib sesuai dengan yang
tertera dalam daftar gaji,
Mendistxibusikan daftar tambahan penghasilan besexta
kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pernbantu;
Menerbitkan SPD berdasarkan anggaran. Kas SKPD;
Menerbitkan SPD setiap SKPD;
Mendistxibusikan SPD kepada Administrasi Keuangan Sekretariat
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Mengiximkan SPP Administxasi Keuangan Sekretariat Daerah Kota
Pagar Alam kepada DPPKA:
Menerima laporan tambahan penghasilan; dan
Menyampaikan lampiran SP2D ke Bank sebagai alat pemindah
bukuan dana dari Rekemng Kas Daerah ke Rekening Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pernbantu.

Pasal 17

am melakukan pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana
aksud dalam pasal 3 ayat (1), bendahara pengeluaian atau bendahara
geluaran pernbantu berkewajiban untuk:
Membayaxkan tambahan penghasilan kepada PNS/Staf sesuai
dengan daftar rekapitulasi kehadiran.
Menexima, melanjutkan dan memfasiktasi penyelesaian komplain
daxi PNS/Staf apabila terjadi kekelixuan dalam transfer tambahan
penghasilan kepada DPPKA;
Melakukan pemindali bukuan dana tambahan penghasilan PNS/ Staf
melaiui bendahara pengeluaran/ Bank; dan
Menyimpan bukti daftax penerimaan tambahan penghasilan
PNS/Staf Sebagai bukti tanda pembayaran dari bendahara
pengeluaran atau bendahara pengeluaran pernbantu.

BAB LX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 18

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan
penghasilan kepada PNS/Staf dilaksanakan melaiui pengawasan
melekat.

Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh atasan langsung secara berjenjang
Pengawasan mngsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai peraturan perundanef-undangan.

Pasal 19

Sekxetaxis daerah dan atasan langsung secara berjenjang wajib
pemberian tambahanmelakukan pengendalian terhadap



r-.enpbap.iian setiap bulan kspadg tE8.sinq"Sissiiig Pns/sk?!7.
Sekxetaxis daerah dan atasan langsung secara berjenjang
sebagaimana dimaksud pada ayat j1) bertanggung jawab terhadap
kebenaran rekapitulasi komponen disiplin.
Rekapitulasi komponen dj.siplin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
disampaikan kepada kepala BKD paling lambat tanggai 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
MONITORING

Pasal 20

Inspektorat melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan
pemberian tambahan penghasilan kepada PNS/ Staf dan Pejabat
Penatausahaan Keuangan Sekretariat Daexah Kota Pagax Alam.
Dalam pelaksanaan moriitoring sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)., mspektur dapat membentuk tim yang terdiri dari SKPD terkait
dan. melaporkan hasilnva kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD).

Bagian Kedua
EVALUASI

Pasal 21

Kebijakan pemberian tambahan penghasilan dan laporan hasil
monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 di evaluasi oleh
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan APBD.
Evaluasi sebagaimana dim aksud pada ayat (il sekurang-kurangnya
melxputi.
a. Pendekatan pemberian tambahan penghasilan;
b. Besaxan tambahan penghasilan;
c. Faktox penguxangan tambahan penghasilan;
d. Kemampuan keuangan daerah;
e. Mekanisme pembavaxan; dan
f Pelaksanaan pembavaxan.

BAB XI

PFLAPORAN

Pasal 22
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
monitoring dan evaluasi ket?ada walik.:-

melaporkan hasil
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Diundanekari j
t •

Pada Tanggai
SEKRETARie »

SAFRUDIx?

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

l-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur
aksanaannya dengan Keputusan Walikota.

agan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pexatuxan walikota
a or 57 tahun 2014 tentang tambahan penghasilan berdasarkan
-an kexia kepada PNS/ Staf dan Pejabat Penatausahaan Keuangan
;retariat Daexah Kota pagar alam tahun anggaran 2015 dicabut
i dinyatakan tidak beriaku lagi.

Pasal 24

aturan Walikota ini mulai beriaku pada tanggai diundangkan.

ar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
.gundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannva dalam
ita daerah Kota Pagax Alam.

Ditetapkan di
Pada. Tanggai

Pagax Alam
4 - JL- 2016

r

/WALIKOTA PAGAR ALAM, W/

y k
Pagax Alam
£ F*bruc<rl 2016

RAH KOTA PAGAR AT AM.

IDA FITRIATI BASJUNI

BERTTADAE3 OTA PAGARALAM TAHUN 2016 NOMOF Q.


